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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena pelaku usaha mikro,
khususnya warung makan, yang mencantumkan label halal secara mandiri tanpa
adanya sertifikasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Praktik ini banyak ditemukan di kawasan urban-religius Dusun Sapen, Desa
Demangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-
faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha mencantumkan label halal non-
sertifikasi, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan konsumen dari
perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dipadukan
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam
dengan pelaku usaha serta konsumen, dan dokumentasi. Data yang terkumpul
kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan
pelaku usaha melakukan pelabelan halal mandiri (self-labeling). Pertama adalah
faktor teologis, yang mana pelaku usaha menganggap keyakinan agama atas
kehalalan zat dan proses lebih utama daripada kewajiban administratif negara.
Kedua adalah faktor pragmatisme ekonomi untuk merespons tuntutan pasar dari
konsumen yang mayoritas adalah mahasiswa Muslim. Ketiga adalah faktor
hambatan struktural, yaitu persepsi rumitnya birokrasi dan terbatasnya literasi
digital pelaku UMKM terhadap mekanisme pendaftaran sertifikasi. Secara hukum
positif, praktik ini melanggar Pasal 4 huruf (¢) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang
Perlindungan Konsumen karena memberikan informasi yang menyesatkan
(misleading information) dan menghilangkan hak kepastian hukum bagi konsumen.
Sementara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan ini bertentangan
dengan prinsip transparansi (A/-Bayan) dan memuat unsur pengelabuan (7adlis)
yang dapat mencederai integritas muamalah.

Kata Kunci: Label Halal Tanpa Sertifikasi, Perlindungan Konsumen, UMKM,
Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif.



ABSTRACK

This research is motivated by the rampant phenomenon of micro-business
actors, especially food stalls, independently affixing halal labels without
official certification from the Halal Product Assurance Organizing Agency
(BPJPH). This practice is widely found in the urban-religious area of Dusun
Sapen, Demangan Village. This study aims to identify and analyze the factors
behind business actors affixing non-certified halal labels, and to examine its
implications for consumer protection from the perspectives of positive law
and Islamic law.

The type of research used is empirical juridical research combined with a
qualitative approach. This research is descriptive-analytical. Data collection
techniques were carried out through field observations, in-depth interviews
with business actors and consumers, and documentation. The collected data
were then analyzed using a deductive-qualitative reasoning method.

The results showed that there are three main factors causing business actors
to perform self-labeling. First is the theological factor, which is business
actors consider religious beliefs regarding the halalness of substances and
processes to be more important than state administrative obligations. Second
is the economic pragmatism factor to respond to market demands from
consumers, the majority of whom are Muslim students. Third is the structural
barrier factor, namely the perception of complicated bureaucracy and the
limited digital literacy of MSME actors regarding the certification
registration mechanism. According to positive law, this practice violates
Article 4 letter (c) jo Article 8 letter (f) of the Consumer Protection Law
because it provides misleading information and eliminates the right to legal
certainty and traceability for consumers. Meanwhile, from the perspective of
Sharia Economic Law, this action contradicts the principle of transparency
(Al-Bayan) and contains elements of deception (Tadlis) that can damage the
integrity of muamalah.

Keywords: Non-Certified Halal Label, Consumer Protection, MSMEs, Sharia
Economic Law, Positive Law.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki
tuntutan tinggi terhadap produk yang sesuai syariat Islam. Kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya kehalalan suatu produk terus meningkat seiring dengan
perkembangan industri makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Label halal kini tidak
hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga indikator mutu, keamanan, dan
kebersihan suatu produk.! Dalam konteks global, industri halal telah menjadi sektor
ekonomi yang berkembang pesat dengan kontribusi signifikan terhadap Produk

Domestik Bruto nasional.

Berdasarkan laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
(KNEKS, 2023), total perdagangan produk halal Indonesia pada periode Januari—
Oktober 2023 mencapai USD 53,43 miliar, dengan nilai ekspor sebesar USD 42,33
miliar dan impor sebesar USD 11,10 miliar.> Angka ini menunjukkan bahwa produk
halal menyumbang sekitar 87% dari total surplus neraca perdagangan nasional pada
periode tersebut. Kinerja perdagangan ini mencerminkan peningkatan daya saing
industri halal Indonesia, terutama pada komoditas makanan dan minuman,

kosmetika, serta fesyen muslim. Fakta tersebut menegaskan bahwa sektor halal

! N Hasanah, “Kesadaran Konsumen Muslim terhadap Label Halal,” Jurnal Hukum Islam
dan Ekonomi, Vol. 8:2 (2021), hlm. 45.

2 Priyanti Martina, “Ekspor Produk Halal Indonesia Capai US$42,33 Miliar hingga Oktober
2023,”, akses 27 November 2025.



tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan syariat Islam, tetapi juga berkontribusi
signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.
Oleh karena itu, praktik pelabelan halal pada produk makanan, baik bersertifikat

maupun tidak, menjadi isu penting dalam menjaga integritas pasar halal nasional.

Dalam menjamin kehalalan produk, pemerintah Indonesia menetapkan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
sebagai dasar hukum yang mewajibkan setiap produk yang beredar di pasar
memiliki sertifikat halal resmi. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian
Agama yang berfungsi memastikan proses produksi sesuai standar syariah.
Sertifikat halal berperan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen

Muslim terhadap keabsahan produk (BPJPH, 2022).?

Sertifikasi halal juga menjadi bentuk akuntabilitas pelaku usaha terhadap
hukum negara. Namun, banyak pelaku usaha kecil menilai proses sertifikasi ini
rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan riset, sekitar 64%

pelaku UMKM di Indonesia belum memahami prosedur sertifikasi halal yang sah.*

3 BPJPH, “Sertifikasi Halal Perkuat Kepercayaan Konsumen dan Daya Saing Produk,”
https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal-perkuat-kepercayaan-konsumen-dan-daya-saing-
produk? akses 12 Desember 2025.

4'S Yuliana, S Yuliana, “Efektivitas Implementasi Sertifikasi Halal UMKM.” Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 11:1 (2023), hlm. 51-64.


https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal-perkuat-kepercayaan-konsumen-dan-daya-saing-produk?
https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal-perkuat-kepercayaan-konsumen-dan-daya-saing-produk?

Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi
JPH. Oleh karena itu, keberadaan UU JPH menjadi sangat penting dalam

menertibkan praktik penggunaan label halal yang tidak sesuai hukum.

Fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikat resmi masih banyak
ditemukan pada sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia. Dalam banyak kasus,
pelaku usaha memberikan keterangan bahwa pencantuman label tersebut dilakukan
sebagai bentuk penegasan bahwa bahan yang digunakan adalah halal dan aman
dikonsumsi, bukan untuk mengklaim bahwa mereka telah memperoleh sertifikasi
halal dari lembaga berwenang. Walaupun bermaksud positif, tindakan ini dapat
menimbulkan ketidaktepatan informasi bagi konsumen yang menganggap label
tersebut sebagai bukti sah sertifikasi halal. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pencantuman label halal
tanpa melalui prosedur sertifikasi yang berlaku merupakan pelanggaran

administratif yang memerlukan penataan dan pembinaan lebih lanjut.>

Dari perspektif hukum Islam, kejelasan informasi merupakan bagian dari
prinsip transparansi (al-Bayan) dalam transaksi muamalah yang bertujuan menjaga
kepercayaan antara penjual dan pembeli. Prinsip ini menekankan pentingnya
kejelasan dan keterbukaan dalam penyampaian status suatu produk, termasuk status

kehalalannya, agar tidak menimbulkan keraguan atau salah paham di tengah

5 Fikri Reynanda Hasibuan dan Rahmayati, “Pengaruh Respon dan Pemahaman Pelaku
UMKM terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Medan,” COSTING: Journal of Economic,
Business and Accounting 7, no. 3 (2024): 6085-6093.



masyarakat.® Oleh karena itu, fenomena label halal tanpa sertifikasi menunjukkan
adanya ketidaksesuaian antara niat keagamaan pelaku usaha dengan prosedur
hukum yang berlaku, sehingga memunculkan ruang dialog dan pembinaan, bukan
kecaman. Situasi ini menegaskan perlunya pendekatan edukatif, pendampingan
sertifikasi, dan penguatan kesadaran hukum yang komprehensif bagi pelaku
UMKM, sehingga praktik usaha halal dapat berjalan selaras antara nilai agama dan

ketentuan hukum negara.

Pencantuman label halal non-sertifikasi membawa dampak sosial yang
serius terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika konsumen menyadari bahwa label
halal yang mereka lihat tidak memiliki sertifikat sah, kepercayaan terhadap sistem
jaminan halal nasional menurun drastic.” Secara hukum, hal ini melanggar Pasal 56
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UUPK) yang mengatur larangan
memberikan informasi menyesatkan tentang barang dan jasa. Tindakan ini juga
berpotensi melanggar Pasal 62 UUPK, yang mengatur sanksi pidana atas
pelanggaran hak konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, penyampaian
informasi yang jelas kepada konsumen merupakan bagian dari prinsip transparansi
(al-Bayan) dalam transaksi muamalah, yakni memberikan kejelasan agar tidak

terjadi keraguan atau kesalahpahaman dalam jual beli.

¢ Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), jil. IV, hlm. 286-288.

7 D Lestari, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Label Halal Palsu,” Jurnal
Perlindungan Konsumen dan Syariah, Vol. 6:1 (2022), him. 16.



Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari hukum ekonomi
nasional. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha berkewajiban
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang
diperdagangkan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai
tindakan misleading labeling. Pencantuman label halal tanpa sertifikat sah termasuk
ke dalam bentuk pelanggaran informasi produk.® Selain menyalahi UUPK, tindakan
ini juga bertentangan dengan asas tanggung jawab sosial dan keadilan dalam hukum
Islam. Prinsip hishah dalam Islam menekankan pentingnya pengawasan terhadap
kejujuran dalam perdagangan. Oleh karena itu, hukum positif dan hukum Islam
sama-sama menuntut keterbukaan dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi.
Dalam konteks inilah penelitian ini berperan untuk menilai efektivitas hukum
perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha mikro yang mencantumkan label

halal secara tidak sah.

UMKM menjadi sektor yang paling terdampak oleh kebijakan sertifikasi
halal nasional. Berdasarkan data BPJPH (2024), lebih dari 60% pelaku UMKM
kuliner belum memiliki sertifikat halal karena keterbatasan informasi dan biaya.
Pemerintah mencoba mengatasi masalah ini melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 (Cipta Kerja), yang memberikan fasilitas
sertifikasi halal gratis (self-declare) bagi usaha mikro. Kebijakan ini bertujuan

mempercepat implementasi kewajiban sertifikasi halal tanpa membebani pelaku

8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf'b
jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f.



usaha kecil.” Namun, efektivitas program tersebut masih menghadapi tantangan,
terutama di wilayah-wilayah dengan kesadaran hukum rendah. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik lokal. Oleh
sebab itu, penelitian ini relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut

diterapkan di tingkat masyarakat, khususnya di Dusun Sapen.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas ekonomi idealnya
dijalankan dengan menjunjung prinsip keterbukaan (a/-Bayan) dan tanggung jawab
dalam menyampaikan informasi kepada konsumen. Al-Ghazali dalam /7hya’
‘Ulumiddin menjelaskan bahwa kejelasan informasi dalam transaksi merupakan
bagian dari upaya menjaga keberkahan dan menghindari praktik yang dapat
menimbulkan keraguan dalam jual beli.'® Konsep Zishah menekankan pentingnya

pengawasan moral terhadap perilaku ekonomi agar tidak merugikan masyarakat.

Dalam konteks label halal, tindakan mencantumkan klaim halal tanpa
sertifikasi resmi dapat dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran terhadap konsumen.
Hal ini karena pelaku usaha menyampaikan kesan legalitas tanpa bukti sah dari
lembaga yang berwenang. Dalam kerangka Maqgasid asy-Syari‘ah, perlindungan
terhadap agama (hifz ad-din) dan harta (hifz al-mal) menjadi dasar moral penting

untuk menjaga integritas perdagangan halal.!! Oleh karena itu, pencantuman label

® BPJPH, “Renja BPJPH Tahun 2024: Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal (Laporan
Implementasi),” https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dan-dpr-sosialisasikan-sertifikasi-halal-
gratis-bagi-pelaku-usaha?Di akses 22 November.

19 Abti Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, lhya’ ‘Ulim al-Din, cet. ke-2
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), him73-80.

! Fatimah Nur, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” 41-Qadau.:
Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 8 (Januari 1018), hlm. 2-3.
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https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dan-dpr-sosialisasikan-sertifikasi-halal-gratis-bagi-pelaku-usaha?

halal tanpa sertifikat tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga nilai-
nilai etika Islam yang fundamental. Penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana
kesadaran keagamaan masyarakat dapat menjadi faktor pendorong atau
penghambat kepatuhan terhadap hukum halal. Dengan demikian, pendekatan
hukum Islam menjadi kunci penting untuk memahami dimensi moral dan spiritual

dari fenomena ini.

Penelitian mengenai label halal tanpa sertifikasi resmi masih terbatas di
Indonesia, khususnya yang menggabungkan analisis antara hukum Islam dan
hukum positif. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek prosedural
sertifikasi atau kebijakan pemerintah, bukan pada praktik sosial di tingkat akar
rumput.!?> Padahal, pemahaman masyarakat terhadap hukum halal sangat
memengaruhi efektivitas implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini penting
karena dapat menjembatani dua sistem hukum yang sama-sama hidup di Indonesia:

hukum negara dan hukum syariah.

Dengan mengkaji keduanya secara integratif, diharapkan penelitian ini
menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual. Secara praktis,
hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi BPJPH dan pemerintah daerah dalam
merancang program edukasi halal yang lebih inklusif. Sementara itu, secara
akademik, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum ekonomi syariah
dan perlindungan konsumen. Urgensinya juga terletak pada upaya memperkuat

kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM agar tidak hanya patuh karena sanksi,

12M A Hidayat, “Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Jaminan Produk Halal,”
Jurnal Al-Syir’ah, Vol. 21:1 (2023), hlm. 11-28.



tetapi juga karena nilai religius. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekosistem halal nasional yang

berkeadilan dan beretika.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek hukum sertifikasi
halal, namun fokusnya lebih banyak pada peran BPJPH atau MUI dalam
implementasi kebijakan. Misalnya, studi oleh Mulyono menekankan pentingnya
koordinasi kelembagaan dalam mempercepat sertifikasi halal nasional.!*> Namun,
penelitian yang menyoroti praktik label halal non-sertifikasi di tingkat warung
makan masih sangat terbatas. Penelitian lain oleh Azizah hanya meninjau persepsi
konsumen terhadap label halal, bukan tanggung jawab hukum pelaku usaha.'* Hal
ini membuka ruang penelitian baru untuk memahami fenomena ini secara mikro

melalui studi kasus konkret di Dusun Sapen.

Pendekatan ganda antara hukum Islam dan hukum positif menjadi kekuatan
utama penelitian ini karena mampu mengungkap hubungan normatif sekaligus
empiris. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur hukum ekonomi
syariah dengan temuan lapangan yang relevan dengan praktik usaha kecil. Dengan
demikian, penelitian ini menempati posisi penting dalam menjembatani teori,

regulasi, dan realitas sosial. Hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan

13 B Mulyono, “Implementasi UU Jaminan Produk Halal di Indonesia,” Jurnal Legislasi
dan Regulasi, Vol. 10:2 (2022), hlm. 64-84.

14 L Azizah, “Persepsi Konsumen terhadap Label Halal Non-Sertifikasi,” Jurnal Ekonomi
Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7:3 (2023), hlm. 25-70.



rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah dalam menegakkan hukum

halal yang humanis dan inklusif.

Dusun Sapen, Desa Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta,
merupakan wilayah yang memiliki dinamika sosial dan keagamaan yang kompleks.
Kawasan ini dikenal sebagai lingkungan pendidikan karena berada di sekitar UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan SD Muhammadiyah Sapen, yang menjadi pusat
kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Masyarakat Dusun Sapen memiliki
karakter religius yang kuat, tetapi di sisi lain juga sangat terbuka terhadap

perkembangan ekonomi modern.

Ada beberapa warung makan dan usaha kuliner kecil di wilayah ini
mencantumkan label halal tanpa sertifikat resmi. Kondisi ini menjadikan Dusun
Sapen sebagai lokasi yang ideal untuk meneliti hubungan antara kesadaran
keagamaan dan kepatuhan hukum. Keberadaan lembaga pendidikan Islam di
sekitarnya memberikan konteks yang kaya untuk menganalisis persepsi hukum di
kalangan masyarakat. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih karena representatif secara
akademik dan empiris untuk menggambarkan fenomena label halal tanpa sertifikasi

di tingkat masyarakat.

Praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi tidak hanya
ditemukan di Dusun Sapen, Yogyakarta, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain
di Indonesia. Penelitian Fauzan Aziz di Kota Bandung, menunjukkan bahwa
sebagian besar pelaku UMKM makanan mencantumkan label halal secara mandiri

karena meyakini bahwa penggunaan bahan baku yang dianggap halal sudah cukup
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sebagai jaminan bagi konsumen, meskipun mereka belum memahami ketentuan

sertifikasi yang sebenarnya.'

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri
Reynanda Hasibuan dan Rahmayati di Kota Medan, yang menunjukkan bahwa
rendahnya tingkat pemahaman dan literasi pelaku UMKM terhadap kewajiban
sertifikasi halal menjadi faktor dominan dalam rendahnya kepatuhan terhadap
regulasi tersebut. Penelitian ini juga mengungkap bahwa keterbatasan kemampuan
ekonomi serta persepsi pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal yang
dianggap kompleks dan berbelit turut memengaruhi rendahnya minat UMKM untuk
mengurus sertifikat halal secara resmi.'® Data BPJPH (2023) juga memperlihatkan
bahwa lebih dari separuh UMKM kuliner di Indonesia belum memiliki sertifikat
halal meskipun tetap memasang label halal pada kemasan produknya. Gambaran
ini menunjukkan bahwa persoalan label halal non-sertifikasi merupakan fenomena
nasional yang muncul karena kombinasi faktor struktural, keterbatasan

pengetahuan, dan budaya usaha yang masih berkembang.

Situasi serupa juga tampak di Dusun Sapen, Desa Demangan, Kecamatan
Gondokusuman, Yogyakarta, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan
observasi awal, terdapat sedikitnya empat pelaku usaha kuliner masing-masing

dengan inisial UMKM QY, UMKM SPK, UMKM ABR, dan UMKM S&B yang

15 Fauzan Aziz dkk, “Analisis Halal Supply Chain pada Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) Makanan di Kota Bandung,” Jurnal llmiah Ekonomi Islam, Vol. 7:1 (2021), hlm. 293—
301.

16 Reynanda Fikri Hasibuan, Rahmayati, “Pengaruh Respon dan Pemahaman Pelaku
UMKM terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Medan,” COSTING: Journal of Economic,
Business and Accounting, Vol. 7:3 (2024), him. 6085-6093.
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mencantumkan label halal pada banner, etalase maupun kemasan produknya tanpa
memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH. "Dalam konteks objek penelitian ini, perlu

ditegaskan batasan mengenai terminologi warung makan. Secara konseptual, Warung
Makan adalah entitas usaha berskala mikro atau kecil yang bergerak di bidang penyediaan
makanan pokok dan minuman untuk dikonsumsi langsung maupun dibawa pulang, dengan
karakteristik menu berupa makanan berat (seperti olahan ayam dan soto). Hal ini memiliki
perbedaan spesifik dengan Warung Jajanan, yang fokus pada penyediaan makanan ringan

atau kudapan sebagai selingan (seperti siomay, batagor, dan aneka snack).

Meskipun terdapat perbedaan klasifikasi antara makanan pokok dan jajanan
pada keempat objek UMKM di atas, dalam penelitian ini frasa "Warung Makan"
digunakan sebagai istilah payung (umbrella term). Penggunaan istilah ini
didasarkan pada kesamaan karakteristik operasional berupa tempat usaha menetap
di Dusun Sapen, kesamaan skala mikro, serta fenomena kerentanan yang sama
terkait praktik pelabelan halal tanpa sertifikasi resmi." Fenomena pencantuman
label halal tanpa sertifikasi resmi di Dusun Sapen menunjukkan perlunya penelitian
yang mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana praktik pelabelan

tersebut terjadi pada tingkat usaha mikro. 7

Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara khusus
meneliti praktik label halal non-sertifikasi di lingkungan masyarakat lokal, padahal
fenomena ini memiliki implikasi penting terhadap kepastian informasi bagi

konsumen, penguatan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban sertifikasi

17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1555.
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halal, serta efektivitas pelaksanaan regulasi jaminan produk halal. Oleh karena itu,
fenomena di tingkat lokal ini penting dianalisis karena dapat mengungkap sejauh
mana pemahaman dan penerapan kewajiban sertifikasi halal benar-benar berjalan
pada level usaha mikro. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk
menilai efektivitas implementasi regulasi jaminan produk halal secara nyata di
masyarakat, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi titik kritis dalam

kepatuhan pelaku UMKM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha di Dusun
Sapen, Desa Demangan mencantumkan label halal tanpa sertifikasi resmi
dianalisis berdasarkan Konsep Halal dan Regulasi Jaminan Produk Halal?

2. Bagaimana analisis praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi

serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Peneltian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta alasan pelaku usaha di
Dusun Sapen, Desa Demangan, dalam mencantumkan label halal tanpa
sertifikasi resmi, serta memahami faktor sosial, ekonomi, dan keagamaan

yang melatarbelakanginya.
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b. Untuk mengkaji dan menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum

positif terhadap praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi,
serta menilai implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan

kepatuhan hukum pelaku usaha kecil.

2. Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Teoretis:

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi
Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen, dengan menghadirkan
analisis integratif antara norma hukum Islam dan hukum positif
mengenai praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik
mengenai sinkronisasi nilai-nilai syariah dengan kebijakan jaminan
produk halal di Indonesia.

Kegunaan Praktis:

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
pertimbangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH), pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam meningkatkan
pemahaman hukum dan kesadaran etis mengenai pentingnya sertifikasi
halal. Melalui penelitian ini diharapkan muncul dorongan bagi pelaku
usaha, khususnya di Dusun Sapen, Desa Demangan, untuk
melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada

keuntungan semata, tetapi juga menjunjung nilai kejujuran, tanggung
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jawab, dan amanah sesuai prinsip hukum Islam. Selain itu, hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi
mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam mengkaji keterpaduan
antara hukum Islam, hukum positif, dan perilaku ekonomi masyarakat

dalam konteks jaminan produk halal di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis dalam meneliti tema ini mencoba mengkaitkan penelitian yang sedang
dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan ruang
lingkup pembahasan, khususnya terkait aspek sertifikasi halal, perilaku pelaku
usaha, dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam dan hukum
positif. Upaya ini dimaksudkan agar penulis mampu melihat posisi penelitian,
kontribusi penelitian, serta celah kajian yang belum disentuh secara mendalam oleh
penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka ini berfungsi untuk memperkuat
dasar ilmiah dan rasionalitas dalam menjelaskan fenomena pencantuman label halal

tanpa sertifikasi resmi yang terjadi di Dusun Sapen, Desa Demangan.

Sejauh penelusuran yang dilakukan melalui jurnal nasional bereputasi,
repository perguruan tinggi, dan prosiding ilmiah, terdapat beberapa penelitian
yang relevan dijadikan pijakan akademik. Penelitian-penelitian tersebut memiliki
titik temu berupa kesamaan objek pada skala usaha kecil dan fenomena pelabelan
halal. Namun demikian, setiap penelitian memiliki karakteristik pendekatan dan
fokus analisis yang berbeda. Oleh karena itu, komparasi diperlukan untuk melihat

kesinambungan dan pembaruan ilmiah yang dihadirkan penelitian ini. Adapun
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kajian pustaka yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Septiani dan Ahmad Ajib Ridlwan
dengan judul “The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase
Intention of Halal Food Products in Indonesia” menjelaskan bahwa sertifikasi halal
dan kesadaran halal konsumen memiliki pengaruh langsung terhadap minat
pembelian produk halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
responden konsumen Muslim di Surabaya, dan menunjukkan bahwa label halal
memiliki fungsi penting sebagai sinyal kepercayaan dalam transaksi makanan.
Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran halal,

maka semakin tinggi pula ketergantungan konsumen pada keaslian label halal.

Penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada perspektif konsumen, bukan
pada perilaku pelaku usaha dalam menggunakan label halal. Perbedaan itu
memberikan ruang bagi penelitian ini untuk memperdalam aspek pelaku usaha
dalam konteks warung makan di tingkat masyarakat lokal. Relevansinya terletak
pada kenyataan bahwa label halal tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga nilai
religius yang menentukan keputusan konsumsi. Penelitian ini memperkuat asumsi
bahwa penggunaan label halal tanpa sertifikat resmi dapat memengaruhi
kepercayaan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini penting sebagai landasan

empiris bagi penelitian yang sedang dilakukan.'®

18 Septiani Devi, Ajib Ahmad Ridlwan, “The Effects of Halal Certification and Halal
Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia,” Indonesian Journal of Halal
Research, Vol. 2:2 (2020), hlm. 55-60
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anggriani dalam artikel berjudul
“Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An
Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations” yang
meneliti persepsi UMKM makanan di Kota Malang terhadap urgensi sertifikasi
halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM telah memiliki
kesadaran tinggi terhadap pentingnya jaminan halal, namun masih memiliki
pemahaman yang rendah terhadap prosedur, biaya, dan persyaratan administratif
sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang

signifikan antara kesadaran religius dan kepatuhan administratif.!”

Penelitian ini juga mengungkap bahwa keterbatasan edukasi dan kurangnya
pendampingan pemerintah daerah menjadi penyebab utama mengapa pelaku
UMKM belum mengurus sertifikasi halal secara formal. Perbedaan fokus penelitian
ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada karakter wilayah dan
jenis usaha yang menjadi objek kajian. Relevansinya bagi penelitian ini adalah
memperkuat argumen bahwa fenomena pelabelan halal tanpa sertifikat bukan
disebabkan oleh kesadaran keagamaan yang rendah, melainkan hambatan teknis
dan struktural. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk

memahami kondisi pelaku usaha di Dusun Sapen.?°

19 Anggriani Rista dkk, “Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food
SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations,” Jurnal Ilmiah
Teknik Industri, Vol. 23, No. 1 (2024), hlm. 162-172.

20 Ibid.
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Izzun Khoirun Nissa berjudul “The
Role of Halal Certification Acceleration in Boosting Halal Business UMKM in
Indonesia” menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi halal merupakan kebijakan
strategis dalam mengoptimalkan potensi pasar halal nasional. Melalui studi literatur
terhadap kebijakan pemerintah dan data UMKM nasional, penelitian ini
menemukan bahwa sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan kepercayaan
konsumen, daya saing usaha, dan nilai tambah ekonomi. Namun, implementasi
kebijakan percepatan sertifikasi belum optimal akibat keterbatasan pendampingan
dan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Penelitian ini relevan karena
menggambarkan lemahnya kondisi administratif pelaku usaha kecil, meskipun
berbeda fokus, yakni berskala makro, sedangkan penelitian ini menitikberatkan
pada konteks mikro di Dusun Sapen. Meski demikian, temuan tersebut memperkuat

urgensi dukungan dan advokasi kebijakan dalam mendorong sertifikasi halal?!.

Penelitian berikutnya adalah “Implementation of the Indonesian Council of
Ulama (MUI) Halal Label on Processed Food Products: Education and Consumer
Protection for MSMEs” yang dipublikasikan dalam KnE Social Sciences (2024).
Penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi halal bagi pelaku usaha kecil dalam
memastikan penggunaan label halal sesuai prosedur. Penelitian ini menemukan
bahwa pelabelan halal yang benar memerlukan verifikasi, pengawasan, dan
pembinaan berkelanjutan dari lembaga berwenang agar tidak terjadi misleading

information bagi konsumen. Relevansi penelitian ini terletak pada penekanannya

21 Khoirun Izzun Nissa, “The Role of Halal Certification Acceleration in Boosting Halal
Business UMKM in Indonesia,” dalam Proceedings of the International Conference on Economics
and Business Studies (ICOEBS 2022), Vol. 247 (2024), hlm. 1046—1050.
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terhadap perlindungan konsumen sebagai kewajiban hukum dan tanggung jawab
moral dalam Islam. Namun penelitian tersebut tidak mengkaji dinamika sosial lokal

terkait kesadaran masyarakat??.

Penelitian terakhir adalah artikel “Digitalization of Halal Certification for
SMEs: Between Hope and Realities” (Jurnal B&MH Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran, 2024) mengkaji keterbatasan akses UMKM terhadap digitalisasi
sertifikasi halal akibat rendahnya literasi digital dan dukungan infrastruktur. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan
intensif dalam proses sertifikasi halal berbasis digital, sehingga kendala sertifikasi
tidak hanya disebabkan oleh faktor biaya, tetapi juga akses informasi dan kesiapan
teknologi. Penelitian ini relevan dengan konteks Dusun Sapen sebagai wilayah
urban religius dengan dinamika digital yang beragam, serta memperkuat
argumentasi bahwa pencantuman label halal non-sertifikasi merupakan manifestasi

persoalan struktural, edukatif, dan adaptasi teknologi.?’

1. Persamaan
a. Sama-sama membahas mengenai kehalalan produk, baik dari sisi
sertifikasi, label halal, ataupun kesadaran konsumen dan pelaku

usaha.

22 Edi Dwi Wibowo dkk., “Implementation of the Indonesian Council of Ulama (MUI)
Halal Certification to MSME Products to Realize Consumer Protection,” dalam 6th Social and
Humaniora Research Symposium: Ethical Governance, KnE Social Sciences, Vol. 9 (2024), hlm.
511-521.

2 Deviana Yuanitasari dkk., “Digitalization of Halal Certification for SMEs: Between Hope
and Reality,” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7:2 (2025), hlm. 179-196.
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Seluruh penelitian menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai
jaminan kepercayaan dan perlindungan konsumen.

c. Semua penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki
dampak sosial dan ekonomi, khususnya terkait kepercayaan
konsumen dan daya saing usaha.

d. Penelitian-penelitian tersebut sama-sama mengungkap bahwa
pelaku UMKM sering terkendala pemahaman dan akses sertifikasi
halal, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan.

e. Kelima penelitian sepakat bahwa edukasi dan pendampingan
pemerintah/lembaga terkait sangat diperlukan agar penerapan
sertifikasi halal lebih efektif.

2. Perbedaan Penelitian

a. Objek penelitian berbeda, dimana penelitian terdahulu berfokus
pada konsumen umum, UMKM kota, atau kebijakan nasional,
sedangkan penelitian ini berfokus pada warung makan lokal di
Dusun Sapen Desa Demangan.

b. Metode analisis pada penelitian terdahulu ada yang bersifat
kuantitatif survei dan ada yang kualitatif-literatur, sedangkan
penelitian ini menggunakan yuridis-empiris kualitatif untuk
menggali praktik langsung di lapangan.

c. Penelitian terdahulu tidak secara spesifik mengkaji perbandingan

Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penelitian ini
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menganalisis keduanya secara simultan dalam menilai legalitas
pencantuman label halal.

d. Lingkup lokus penelitian terdahulu umumnya berskala kota atau
nasional, sedangkan penelitian ini bersifat mikro-kontekstual di
tingkat komunitas lokal, sehingga memberikan gambaran sosial
yang lebih mendalam.

e. Penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena pencantuman label
halal tanpa sertifikasi resmi, sedangkan penelitian terdahulu lebih
berfokus pada kesadaran halal, proses sertifikasi, atau dampaknya

terhadap minat beli.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Halal Haram Dalam Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk

Halal

Konsep halal-haram merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum
Islam yang mengatur aktivitas konsumsi, produksi, dan transaksi dengan
tujuan menjaga kemaslahatan manusia. Al-Qur’an memberikan perintah
secara tegas agar setiap Muslim mengonsumsi makanan yang halal lagi
baik (halalan tayyiban), sebagaimana termaktub dalam QS. al-Bagarah

(2):168.
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Ayat ini tidak hanya menekankan kehalalan suatu produk, tetapi juga
aspek higienitas, keamanan, dan kualitasnya. Prinsip ini juga ditegaskan

dalam QS. al-Ma’idah (5):88.
O sta e 4 i) (g2l ) 1 685 5 Lk WOla lll oS35 Laa |58

yang memerintahkan agar umat Islam mengonsumsi makanan halal
sebagai bagian dari ibadah dan upaya menjaga kesehatan fisik dan
spiritual.?* Dengan demikian, halal tidak sekadar syarat keagamaan, tetapi
juga prinsip moral dan kesehatan yang mempengaruhi keberlanjutan hidup
manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan landasan penting
dalam memahami batasan halal dan haram. Dalam hadis sahih riwayat

Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda bahwa:

il ilgull (81 (ad il (g S (galay Y Cilgiiia ) gal Lagians ol oad) s e IS 0

ploall (8 a8y gl (8 4By (e g dua yo g 4inl

Hadis ini menegaskan pentingnya kejelasan informasi dalam
aktivitas perdagangan, sehingga tidak terjadi kerancuan antara hal yang
diperbolehkan dan dilarang. Konsep syubhat kemudian memiliki implikasi
pada pentingnya mekanisme verifikasi halal dalam jual beli modern,
terutama untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh kepastian

hukum atas produk yang dikonsumsinya. Prinsip keterbukaan atau al-

24Kementrian Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahannya (Lajnan
Pentashihan Mushaf al-Qur;an 2019), https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136?, Diakses 3
Desember 2025.
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Bayan menjadi sangat relevan dalam konteks ini, yaitu kewajiban
menyampaikan informasi yang jelas dan benar mengenai status halal suatu

produk agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau keragu-raguan.

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip halal-haram dilembagakan
melalui regulasi formal yang terstruktur, terutama melalui Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
UU ini menjadi payung hukum utama yang mengatur bahwa setiap produk
yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat
halal (Pasal 4). Sertifikasi halal menjadi mekanisme untuk memastikan
bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH) dan penetapan oleh BPJPH sebagai lembaga negara yang
berwenang. Dengan demikian, UU JPH menyediakan kerangka
institusional yang menjadikan konsep halal-haram tidak hanya sebagai
norma keagamaan, tetapi sebagai norma hukum negara yang bersifat
wajib.

Implementasi UU JPH diperkuat melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk
Halal, yang mengatur secara detail prosedur sertifikasi halal, standar
pemeriksaan, ketentuan pelabelan, masa berlaku sertifikat, serta
mekanisme pengawasan di lapangan. PP ini merupakan instrumen penting
dalam memastikan sertifikasi halal berjalan efektif dan terstandar. Selain
itu, perubahan regulasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja dan revisinya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 memperkenalkan
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skema sertifikasi halal self-declare bagi UMKM.?> Melalui kebijakan ini,
pelaku usaha mikro dapat mengajukan sertifikasi halal secara gratis
dengan persyaratan yang disederhanakan, sehingga hambatan biaya dan

akses dapat diminimalkan.

Penguatan sistem jaminan halal semakin diperjelas dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 39 Tahun
2021. PP terbaru ini memperjelas mekanisme self-declare, memperkuat
sistem pengawasan berlapis, memperluas cakupan produk wajib halal,
serta mempertegas kewenangan BPJPH dan LPH dalam proses
pengawasan lapangan. PP 42/2024 juga memberikan batasan waktu
implementasi kewajiban bersertifikat halal untuk berbagai kategori produk
secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.?® Keberadaan PP ini
menunjukkan bahwa negara semakin serius dalam memperkuat sistem
jaminan halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen Muslim dan

peningkatan daya saing industri halal nasional.

Dengan demikian, integrasi antara konsep halal-haram dalam Islam
dan kerangka hukum jaminan produk halal memberikan dasar teoretis
yang kokoh bagi penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

memahami fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi tidak

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 44 ayat (2).

26 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal
160 ayat (1).
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hanya sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai persoalan normatif,
sosial, dan regulatif yang kompleks. Kerangka teori ini menjadi pijakan
metodologis untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai syariah
diinternalisasi dalam hukum positif serta bagaimana pelaku UMKM

merespons tuntutan regulasi dalam praktik ekonomi sehari-hari.
2. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Konsumen yang
digunakan merujuk pada pemikiran para ahli hukum pelindungan
konsumen, di antaranya Az. Nasution, Ahmadi Miru, dan Janus Sidabalok.
Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen memiliki dimensi
sosial yang kuat sebagai kebijakan publik negara untuk melindungi
kepentingan masyarakat luas dan menjaga keseimbangan posisi antara
pelaku usaha dan konsumen yang seringkali tidak seimbang. Sementara
itu, Ahmadi Miru dan Janus Sidabalok menekankan pada prinsip tanggung
jawab pelaku usaha (responsibility) dan hak fundamental konsumen atas
keterbukaan informasi yang benar,?’ jelas, dan jujur agar tidak terjadi

penyesatan informasi (misleading information).*

Teori Perlindungan Konsumen dari para tokoh tersebut digunakan

sebagai pisau analisis untuk membaca dan membedah faktor-faktor yang

27 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 41-43.

28 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media,
2011), him. 9.
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melatarbelakangi pelaku usaha mikro di Dusun Sapen dalam melakukan
praktik pelabelan halal mandiri (self-labeling),>*°

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk, termasuk
mengenai status kehalalannya.’! Sejalan dengan itu, Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa
pelaku usaha wajib mengurus sertifikasi halal sebelum mencantumkan
label halal pada produk yang diperdagangkan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa label halal tidak hanya
merupakan simbol keagamaan, tetapi juga bagian dari informasi hukum
yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, teori perlindungan
konsumen digunakan untuk menilai sejauh mana pelaku usaha memahami
dan menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik usaha. Teori ini juga
membantu peneliti melihat hubungan antara kepatuhan pelaku UMKM
terhadap ketentuan hukum dan ketersediaan dukungan struktural dalam
proses sertifikasi halal. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar untuk

menganalisis fenomena pelabelan halal secara proporsional dan objektif.

2 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2010), hlm. 27.

30 Ibid, hlm. 12.

31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf
(©).
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Selain itu teori perlindungan konsumen menekankan pentingnya
keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.
Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, sedangkan pelaku
usaha berkewajiban memberikan informasi yang sesuai fakta. Namun,
dalam praktiknya, pelaku UMKM sering menghadapi kendala seperti
keterbatasan pengetahuan administratif, biaya sertifikasi, atau minimnya
pendampingan teknis dalam proses sertifikasi halal. Oleh karena itu,
kesenjangan pelaksanaan sertifikasi halal tidak dapat disimpulkan semata-
mata sebagai pelanggaran, melainkan sebagai persoalan struktural yang
perlu diatasi melalui pendekatan pembinaan dan edukasi. Teori
perlindungan konsumen dalam penelitian ini membantu menunjukkan
bahwa solusi yang ditawarkan bukan berupa sanksi, tetapi peningkatan
fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan dari lembaga
terkait. Dengan demikian, teori ini memperkuat arah penelitian untuk
menganalisis situasi secara empirik dan mencari solusi berbasis

pemberdayaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif
dipandang sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui
proses pengumpulan data yang berlangsung alamiah. Suyitno menjelaskan bahwa
penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan secara rinci berbagai gejala yang
tampak maupun makna yang berada di baliknya, karena tidak semua fenomena

dapat dijelaskan secara memadai melalui angka-angka sebagaimana dalam



27

paradigma kuantitatif. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menangkap

dinamika, ketidakteraturan, dan ketimpangan yang muncul dalam fenomena sosial

sehingga fokus penelitian dapat diarahkan pada aspek yang paling urgen dan

relevan dengan realitas masyarakat.*?

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan
mengkaji keberlakuan hukum positif dan hukum Islam dalam praktik
pencantuman label halal non-sertifikasi oleh pelaku usaha mikro di Dusun
Sapen, Desa Demangan. Menurut Suyitno Pendekatan yuridis empiris
digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum tertulis,
tetapi juga menilai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan dipahami
dalam realitas sosial masyarakat. Penelitian yuridis empiris dipandang
relevan karena mampu menunjukkan kesenjangan antara ketentuan
normatif dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan
pelaksanaannya pada tingkat pelaku UMKM.

Penelitian ini dipadukan dengan metode kualitatif, yang menurut
Sugiyono, digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam
berdasarkan konteks alami tanpa manipulasi. Penggunaan metode
kualitatif memungkinkan peneliti menggali persepsi, alasan, dan

pemahaman pelaku usaha mengenai penggunaan label halal tanpa

32

Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hIm. 7-9.
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sertifikasi resmi.’> Pendekatan ini juga memudahkan peneliti
mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan keagamaan yang
memengaruhi praktik tersebut, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi
lebih komprehensif. Secara metodologis, kombinasi antara pendekatan
yuridis empiris dan kualitatif menjadikan penelitian ini mampu menilai
hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat secara lebih
objektif. Dengan demikian, jenis penelitian ini dipilih agar dapat
memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika penerapan
hukum halal dalam konteks usaha mikro.
2. Sifat Penelitian

Penelitian in1 bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual, kemudian
menganalisisnya berdasarkan teori dan aturan hukum yang relevan. Dalam
penelitian deskriptif-analitis, peneliti tidak hanya memaparkan keadaan
objek penelitian, tetapi juga mengaitkan hasil deskripsi tersebut dengan
norma atau kerangka konseptual pembanding. Menurut Ishaq, analisis data
dilakukan dalam lingkup masalah tanpa keluar dari teori umum yang
dipakai untuk menjelaskan hubungan antara fakta empiris dan landasan

teori.>*

33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. ke-19 (Bandung:
Alfabeta, 2013), hlm. 9-10.

3% Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, cet. 1
(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69-71.
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Sifat ini sangat relevan dengan pendekatan yuridis empiris karena
memungkinkan analisis antara norma hukum positif dan praktik sosial.
Penelitian deskriptif-analitis juga berguna untuk melihat kesenjangan
antara peraturan formal (undang-undang) dan realitas lapangan, misalnya
praktik usaha kecil yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat.
Dengan cara ini, penelitian dapat mengungkap motif sosial, budaya, dan
keagamaan pelaku usaha. Selanjutnya, analisis tersebut dapat menjadi
dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan atau pembinaan,
bukannya sekadar menunjukkan pelanggaran. Karena itu, sifat penelitian
ini dirancang agar hasilnya tidak hanya deskriptif semata tetapi juga kritis

dan solutif untuk persoalan hukum dan sosial halal di tingkat UMKM.

. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan
penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam
masyarakat dengan mengombinasikan kajian normatif dan temuan empiris
di lapangan. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak
hanya menelaah aturan hukum seperti UU No. 33 Tahun 2014, Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dan UU No. 8 Tahun 1999, tetapi juga
mengamati praktik nyata pencantuman label halal non-sertifikasi oleh

pelaku usaha mikro. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,
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pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelusuri efektivitas
peraturan hukum melalui perilaku masyarakat dan institusi yang terkait.>

Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji kesenjangan
antara pengaturan normatif kewajiban sertifikasi halal dan realitas
pelaksanaannya di Dusun Sapen, sekaligus menggali faktor sosial,
ekonomi, dan religius yang memengaruhi pelaku usaha dalam penggunaan
label halal secara mandiri. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini
memberikan gambaran komprehensif mengenai relasi antara norma
hukum dan perilaku masyarakat dalam fenomena label halal non-
sertifikasi. Kombinasi analisis normatif dan temuan lapangan menjadikan
penelitian lebih objektif, kontekstual, serta mampu memberikan kontribusi
teoritis dan praktis dalam memahami implementasi hukum halal pada
tingkat UMKM.

4. Sumber Data
Sumber data dalan penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek
penelitian melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi
lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari 4
pelaku usaha warung makan di Dusun Sapen yang mencantumkan

label halal tanpa sertifikasi resmi, serta dari konsumen. Wawancara

35 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 47-49.
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dilakukan untuk menggali pemahaman pelaku usaha mengenai label
halal, alasan penggunaan label non-sertifikasi, serta persepsi
masyarakat terhadap praktik tersebut.

Observasi lapangan digunakan untuk melihat bentuk visual
label halal, penempatannya pada warung makan, serta kesesuaian
praktik usaha dengan ketentuan hukum halal. Dokumentasi
pendukung seperti foto lapangan dan catatan administrasi desa juga
digunakan sebagai bagian dari data primer. Dengan demikian, data
primer memberikan gambaran faktual yang diperlukan untuk
memahami fenomena label halal non-sertifikasi secara mendalam dan
objektif.3

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari literatur,
peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah terkait sehingga
dapat memperkuat analisis terhadap data primer.3” Data ini mencakup
bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi dasar utama
penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia, serta UU No. 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan perubahan signifikan

36 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan
Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 21—
23.

37 M. Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm.
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terhadap mekanisme  sertifikasi  halal, khususnya terkait
penyederhanaan prosedur dan penerapan skema self declare bagi
pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
turut menjadi rujukan penting karena mengatur kewajiban

sertifikasihalal secara bertahap dan tata cara pendaftaran.

Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Peraturan BPJPH No.
40 Tahun 2022 tentang Label Halal digunakan sebagai dasar teknis
untuk memahami ketentuan penggunaan logo halal resmi BPJPH dan
larangan penggunaan label halal selain yang ditetapkan pemerintah.
Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan data
sekunder berupa buku metodologi hukum, jurnal ilmiah tentang
perlindungan konsumen, UMKM, dan regulasi halal yang
memberikan perspektif akademik terhadap praktik pencantuman label
halal non-sertifikasi. Dengan demikian, data sekunder berfungsi
sebagai fondasi normatif dan konseptual yang memungkinkan peneliti
mengaitkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
secara komprehensif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan meliputi Observasi, Wawancara,

dan Dokumentasi.
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a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam
penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggali pandangan,
pengalaman, dan pemahaman mendalam dari informan terkait
fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara semi-
terstruktur dipilih agar peneliti dapat memperoleh data yang terarah
namun tetap fleksibel dalam menelusuri isu baru yang muncul di
lapangan. Menurut Amiruddin & Asikin, wawancara semi-terstruktur
sangat efektif dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti
menginterpretasikan jawaban informan secara lebih komprehensif.3?
Teknik ini digunakan untuk menggali alasan pelaku UMKM
mencantumkan label halal non-sertifikasi, tingkat pemahaman mereka
terhadap regulasi halal, serta persepsi masyarakat sebagai konsumen.
Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive dengan
mempertimbangkan relevansi peran mereka terhadap praktik
pencantuman label halal. Wawancara dilakukan secara mendalam agar
peneliti dapat memahami proses pengambilan keputusan pelaku usaha
dalam menggunakan label halal. Dengan demikian, teknik wawancara
menjadi instrumen penting dalam memperoleh data kualitatif yang
autentik dan sesuai kebutuhan penelitian.

b. Observasi

38 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2018), him. 82-84.
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Observasi digunakan untuk memperoleh data empiris yang muncul
langsung dari perilaku dan aktivitas pelaku UMKM dalam konteks
nyata sehingga peneliti dapat menilai praktik penggunaan label halal
secara objektif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi
non-partisipatif untuk mengamati kondisi lapangan tanpa terlibat
dalam kegiatan pelaku usaha. Menurut Sanapiah Faisal, observasi
memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam
karena apa yang tampak di lapangan sering kali tidak sepenuhnya
terungkap melalui wawancara.*®

Melalui observasi, peneliti mencermati bagaimana bentuk label
halal digunakan, bagaimana informasi ditempatkan pada produk, serta
bagaimana konsumen merespons label tersebut. Teknik ini membantu
menilai apakah praktik pencantuman label halal sesuai dengan
peraturan yang berlaku atau hanya berdasarkan asumsi pelaku
UMKM. Observasi juga memberikan gambaran mengenai kesadaran
regulatif pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dengan
demikian, observasi berfungsi memperkuat akurasi dan kredibilitas
data penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, visual,

maupun arsip resmi yang berkaitan dengan peraturan, kebijakan, dan

39 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasinya (Jakarta: YA3,
1990), him. 68-70.
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praktik penggunaan label halal oleh UMKM. Teknik ini mencakup
pengumpulan dokumen seperti foto label halal, salinan peraturan, data
desa, catatan produksi, serta dokumen terkait jaminan produk halal.
dokumentasi merupakan teknik penting dalam penelitian sosial karena
menyediakan informasi faktual yang dapat memperkuat data dari
wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen hukum
seperti UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2024, dan Peraturan
BPJPH No. 40 Tahun 2022 untuk memahami dasar hukum
penggunaan label halal. Selain itu, jurnal-jurnal akademik mengenai
perlindungan konsumen, UMKM, dan jaminan produk halal
digunakan untuk memperkuat kerangka analisis. Dengan demikian,
dokumentasi menjadi sumber data yang valid untuk menafsirkan
fenomena label halal non-sertifikasi secara normatif dan empiris.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu
metode analisis yang dimulai dari konsep, teori, dan norma hukum yang
bersifat umum untuk kemudian diterapkan dalam menafsirkan fakta-fakta
empiris yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis dilakukan secara
kualitatif, dimulai dari proses pengumpulan data, pengorganisasian,
hingga penafsiran atas hasil penelitian secara menyeluruh. Pada tahap
awal, peneliti melakukan reduksi data untuk memilih dan memfokuskan

informasi yang relevan dengan praktik pencantuman label halal tanpa
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sertifikasi resmi di kalangan pelaku UMKM. Selanjutnya, data yang telah
direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antar-
temuan, kategori, dan pola yang muncul dapat terbaca secara sistematis.
Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan
secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir
analisis. Sebagaimana dijelaskan Arikunto, kesimpulan dalam penelitian
kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring dengan
ditemukannya data baru yang signifikan.*® Dengan demikian, teknik
analisis deduktif-kualitatif ini membantu peneliti memperoleh gambaran
yang utuh, mendalam, dan ilmiah mengenai fenomena hukum yang diteliti,
sekaligus memastikan bahwa data lapangan diinterpretasikan secara logis

dan konsisten dengan tujuan penelitian.
G. Sistematika Pembahasan

Penyunan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, di mana
setiap bab berisi subbab yang saling berkaitan untuk membentuk alur penelitian

yang logis dan komprehensif.

BAB 1, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab ini juga memuat

telaah pustaka yang merangkum penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori

40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2014), hlm. 193-195.
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yang menjadi dasar analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika

pembahasan yang menjelaskan alur keseluruhan skripsi.

BAB II, memuat landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis
terhadap permasalahan yang dikaji, meliputi tinjauan tentang konsep label halal,
regulasi jaminan produk halal dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip
muamalah dalam hukum Islam terkait kehalalan dan informasi produk, serta teori-
teori pendukung lainnya yang relevan dengan praktik pencantuman label halal non-

sertifikasi.

BAB III, berisi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Dusun Sapen, Desa
Demangan, beserta kondisi sosial-ekonomi masyarakat, karakteristik pelaku
UMKM, serta uraian tentang praktik pencantuman label halal yang ditemukan di
warung makan setempat. Bab ini juga memaparkan pola usaha masyarakat, tingkat
literasi halal, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaku usaha dalam

menggunakan label halal tanpa sertifikasi.

BAB 1V, berisi analisis data yang diperoleh dari lapangan, yang
dihubungkan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini meliputi
penilaian terhadap kesesuaian praktik pencantuman label halal non-sertifikasi
dengan ketentuan hukum positif (UU JPH, PP 42/2024, Peraturan BPJPH, dan
UUPK) serta analisis berdasarkan perspektif hukum Islam melalui prinsip
kehalalan, amanah, keterbukaan informasi, dan etika muamalah. Pada bab ini juga
dijelaskan faktor penyebab, konsekuensi sosial-hukum, serta kedudukan hukum

pelaku usaha dalam konteks penelitian.
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BAB V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
analisis pada bab sebelumnya serta saran yang ditujukan kepada pelaku UMKM,
masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kepatuhan
terhadap regulasi halal. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk penelitian
selanjutnya agar fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi dapat
dikaji lebih meluas dari perspektif hukum, sosial, maupun ekonomi. Dengan
demikian, sistematika pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kerangka

yang jelas dan menyeluruh dalam memahami fokus penelitian.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya mengenai praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi di

Dusun Sapen, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Faktor penyebab pelaku usaha warung makan di Dusun Sapen
mencantumkan label halal secara mandiri (self-labeling) dipengaruhi oleh
tiga aspek utama. Pertama, Dominasi Budaya Hukum Informal, di mana
pelaku usaha merasa kejujuran teologis di hadapan Tuhan sudah cukup
tanpa perlu legalitas formal negara. Kedua, Pragmatisme Ekonomi dan
Tuntutan Pasar, yaitu upaya pelaku usaha memenuhi ekspektasi konsumen
Muslim demi keberlangsungan usaha. Ketiga, Hambatan Struktural, berupa
kurangnya literasi digital terhadap sistem SiHalal dan persepsi bahwa
prosedur birokrasi sertifikasi resmi masih rumit dan membebani.

b. Implikasi hukum dari praktik labelisasi halal mandiri ini menunjukkan
adanya ketidakefektifan perlindungan konsumen. Secara Hukum Positif,
tindakan ini melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (f) UUPK dan Pasal 4 UU
JPH, karena  memberikan  informasi  yang  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui mekanisme traceability
(penelusuran). Secara Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini mengandung

unsur Tadlis (pengelabuan) terhadap aspek administratif produk. Meskipun
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produk secara zat mungkin halal, namun ketiadaan jaminan resmi
mencederai hak konsumen atas kepastian hukum, kenyamanan, dan

keamanan dalam mengonsumsi produk.

B. Saran

Guna memperbaiki sistem jaminan produk halal dan meningkatkan perlindungan

konsumen di tingkat pelaku usaha mikro, maka disarankan:

1.

Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): Diharapkan
melakukan strategi "jemput bola" dengan sosialisasi yang lebih masif dan
pendampingan teknis secara langsung (offline) kepada pelaku usaha mikro
di kawasan padat seperti Dusun Sapen, mengingat masih rendahnya literasi
digital pelaku usaha terkait pendaftaran sertifikasi halal skema self-declare.
Bagi Pelaku Usaha: Diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk segera
melakukan sertifikasi halal resmi melalui program Sehati (Sertifikasi Halal
Gratis). Pelaku usaha harus menyadari bahwa legalitas halal bukan sekadar
beban birokrasi, melainkan instrumen untuk memberikan jaminan
keamanan bagi konsumen sekaligus meningkatkan nilai jual produk secara
profesional.

Bagi Masyarakat/Konsumen: Disarankan untuk lebih kritis dalam
memverifikasi keabsahan label halal pada produk yang dikonsumsi melalui
aplikasi Halal Indonesia dan tidak hanya bersandar pada asas saling percaya

(social trust) tanpa adanya jaminan hukum yang jelas.
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